
 

 

Jakarta, 20 Pebruari 1986 
 

Nomor : S-243/K/1986 
Lampiran : - 
Perihal : Peningkatan Efektivitas  
  Tindak Lanjut. 
 
Kepada Yth.  
1. Para Deputi  
2. Para Direktur  
3. Para Kepala Perwakilan BPKP Propinsi  
4. Para Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten/ Kotamadya  
dalam lingkungan BPKP di  
SELURUH INDONESIA  
 
 Mengingat bahwa sampai saat ini pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan 
baik yang dilaporkan dalam LHP maupun dalam Laporan Triwulanan Hasil Pengawasan 
masih belum mencapai .hasil seperti yang kita harapkan, maka dengan ini kami 
menyampaikan petunjuk dan penegasan kembali mengenai tanggung jawab seluruh 
jajaran BPKP untuk berusaha sekuat tenaga meningkatkan terselenggaranya tindak lanjut 
hasil pengawasan yang memadai, sebagaimana petunjuk-petunjuk pokoknya dimuat 
dalam Lampiran Instruksi Kepala BPKP No. Ins-80/K/1984. 
Peningkatan efektivitas tindak lanjut tersebut ditempuh melalui lima jalur sebagai 
berikut: 
1. PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PADA OBYEK PEMERIKSAAN  

1) Setelah selesai melakukan pemeriksaan atas suatu obyek pemeriksaan maka para 
penanggungjawab pemeriksaan wajib membicarakan secara tuntas temuan hasil 
pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjutnya dengan pejabat yang 
bertanggungjawab pada obyek pemeriksaan sampai diperoleh penegasan apakah 
rekomendasi dapat segera dilaksanakan, akan dilaksanakan ataukah masih ada 
beberapa hal yang perlu diatasi lebih dahulu oleh obyek pemeriksaan yang 
bersangkutan.  
Penanggungjawab pemeriksaan dapat menunjuk pejabatnya untuk melakukan 
pembahasan rekomendasi BPKP dengan pimpinan obyek pemeriksaan dalam hal 
rekomendasi yang akan dibicarakan memadai untuk pendelegasian itu.  

2) Hasil-hasil penegasan obyek pemeriksaan terhadap rekomendasi tindak lanjut 
harus dimuat dalam LHP. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut oleh obyek 
pemeriksaan baru diketahui setelah LHP diterbitkan, maka Kantor Pelaksana 
Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada:  
- Perwakilan BPKP yang bertindak selaku Kantor Penanggungjawab 

Pemeriksaan (Kantor Koordinator) dan atau Deputi yang bersangkutan (untuk 
pemeriksaan dukungan)  

- Deputi yang bersangkutan dan Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa (untuk 
pemeriksaan tanpa dukungan).  

3) Rekomendasi tindak lanjut yang perlu ditangani oleh pejabat yang lebih tinggi 
kedudukannya dari pimpinan obyek pemeriksaan juga dimuat dalam LHP dan 
dalam SPM untuk dipakai sebagai bahan pembahasan oleh pejabat BPKP Pusat 
dan atau Perwakilan BPKP selaku Kantor Penanggungjawab Pemeriksaan (Kantor 
Koordinator) dengan pejabat yang bersangkutan. Rekomendasi tindak lanjut 
semacam ini yang urgen dapat disampaikan kepada Kantor Penanggungjawab 
Pemeriksaan dan atau kepada Deputi yang bersangkutan mendahului, penerbitan 
LHP.  

4) Kepala Perwakilan BPKP wajib memantau (memonitor) pelaksanaan tindak lanjut 
hasil-hasil pemeriksaannya dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut 
dalam Laporan Triwulanan Hasil Pengawasan.  
Para Direktur pada Kantor Deputi wajib mengendalikan efektivitas pelaksanaan 
tindak lanjut dalam bidang tanggung jawabnya masing-masing. Dalam Laporan 



 

 

Triwulan Hasil Pengawasan harus dicantumkan pelaksanaan tindak lanjut temuan 
hasil pemeriksaan yang dilaporkan dalam laporan triwulanan yang bersangkutan 
dan yang dilaporkan dalam triwulan sebelumnya .tetapi pelaksanaan tindak 
lanjutnya baru diketahui dalam periode pelaporan tersebut. Dalam laporan 
triwulan tersebut hendaknya dilaporkan antara lain :  
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP yang diberitahukan kepada 

BPKP oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat atas namanya dan 
pejabat lain serta Gubernur KDH Tingkat 1 dan Bupati/Walikotamadya 
Tingkat II, setelah tindak lanjut tersebut dinilai memadai (lihat butir 3 
dibawah)  

- Jumlah uang Negara yang telah diselamatkan  
- Jumlah pegawai yang telah ditindak sesuai dengan PP 30 tahun 1980.  
Dalam melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hendaknya dipegang prinsip 
materialitas. Pelaksanaan-pelaksanaan tindak lanjut yang kurang materiil 
hendaknya dilaporkan secara gabungan (dikelompokkan menurut klasifikasi jenis 
temuan) dengan tetap mempertahankan agar pelaporan dapat menggambarkan 
tingkat efektivitas pelaksanaan tindak lanjut.  

5) Pada setiap pelaksanaan pemeriksaan berulang (repeated audit) terhadap suatu 
obyek pemeriksaan, pengawas yang bertugas wajib mengecek apakah seluruh 
rekomendasi yang dibuat dalam LHP sebelumnya telah mendapatkan tindak lanjut 
yang memadai.  
Dalam hal tindak lanjut belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan, pengawas 
tersebut wajib membahas secara tuntas dengan pimpinan obyek pemeriksaan 
keadaan tersebut dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil-hasil 
pengecekannya secepat mungkin tanpa menunggu sampai selesainya penugasan 
pemeriksaan kepada Penanggung-jawab Pemeriksaan yang akan mengambil 
keputusan lebih lanjut.  

 
2. PETUNJUK ATAU PERINTAH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA UNTUK 

MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT  
1) Sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing- masing, pejabat BPKP baik di 

Pusat maupun di Daerah yang menerima tembusan/rekaman surat 
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat atas namanya yang memuat petunjuk 
atau perintah Menteri/Pimpinan Lembaga kepada pejabat dibawahnya untuk 
melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan wajib :  
- mengecek pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP  
- mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat 

Pengawasan Fungsional Departemen/Lembaga dan Badan Pemeriksa 
Keuangan.  

Untuk mendapatkan kesimpulan apakah pejabat yang menerima petunjuk atau 
perintah Menteri/ Pimpinan Lembaga tersebut telah melaksanakan tindak lanjut 
sebagaimana mestinya.  
Pengecekan dan pengendalian pelaksanaan tindak lanjut juga harus dilakukan 
oleh Pejabat BPKP di Daerah atas tembusan surat Gubernur KDH Tingkat I dan 
Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II yang memuat petunjuk atau perintah 
kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan tindak lanjut.  
Pengecekan hendaknya dilakukan pada kesempatan pertama dan tidak perlu 
hanya dilaksanakan oleh Ketua Tim Pemeriksaan melainkan dapat dilaksanakan 
oleh para Pengawas Pemeriksaan dan Penanggungjawab Pemeriksaan tergantung 
pada kesempatan dan permasalahan yangdihadapi.  

2) Hasil pengecekan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPKP dan petunjuk 
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang tidak dipatuhi hendaknya 
dilaporkan kepada Deputi yang bersangkutan.  

3) Deputi yang bersangkutan di Pusat segera melaporkan kepada Menteri/Pimpinan 
Lembaga atau Pejabat lain yang bersangkutan mengenai petunjuk atau perintah 
tindak lanjut yang tidak dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan.  



 

 

Dalam hal petunjuk atau perintah tindak lanjut Gubernur KDH Tingkat I dan 
Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II tidak dilaksanakan oleh pejabat 
bawahannya, maka Kepala Perwakilan BPKP Propinsi/Kabupaten melaporkan hal 
tersebut kepada Gubernur KDH Tingkat I dan atau kepada Bupati/Walikotamadya 
KDH Tingkat II yang bersangkutan.  

 
3. EVALUASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP  

1) Pejabat BPKP baik di Pusat maupun di Daerah yang menerima surat/rekaman 
surat dari Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat atas namanya dan pejabat lain 
yang memberitahukan kepada BPKP mengenai tindak lanjut yang telah 
dilakukannya terhadap hasil-hasil pemeriksaan BPKP, wajib melakukan evaluasi 
apakah pelaksanaan tindak lanjut tersebut telah memenuhi harapan atau sudah 
memadai.  
Hal yang sama harus pula dilakukan oleh pejabat BPKP di Daerah atas surat 
pemberitahuan Gubernur KDH Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya Tingkat II 
kepada Perwakilan BPKP Propinsi/Kabupaten mengenai pelaksanaan tindak 
lanjut yang telah dilakukan terhadap hasil-hasil pemeriksaan Perwakilan BPKP 
yang bersangkutan.  

2) Apabila dari hasil evaluasi ternyata pelaksanaan tindak lanjut tersebut belum 
memadai, pejabat BPKP yang bersangkutan melaporkan kepada Deputi yang 
bersangkutan hasil evaluasinya disertai pendapatnya.  

3) BPKP Pusat akan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga atau 
pejabat lain mengenai pelaksanaan tindak lanjut yang belum memadai tersebut, 
dengan disertai pendapat tindak lanjut yang seharusnya dilaksanakan.  
Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut yang belum memadai tersebut merupakan 
tanggung jawab Gubernur KDH Tingkat I maka Kepala Perwakilan BPKP harus 
menyampaikan masalahnya kepada Deputi yang bersangkutan untuk diselesaikan 
lebih lanjut penerbitan suratnya dari BPKP Pusat.  
Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut yang belum memadai tersebut merupakan 
tanggung jawab Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II, maka pemberitahuannya 
kepada Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II dilakukan oleh Kepala 
Perwakilan BPKP Propinsi setempat dengan tembusan disampaikan kepada 
Deputi yang bersangkutan.  

4) Proses penanganan tindak lanjut akan berlangsung terus sampai diperoleh hasil 
berupa tindak lanjut yang dianggap memadai.  

5) Deputi yang bersangkutan dibantu oleh para Direkturnya menilai pertimbangan-
pertimbangan yang dipergunakan oleh para Kepala Perwakilan BPKP dalam 
mengukur kelayakan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan BPKP.  

 
4. PENEGASAN KEMBALI REKOMENDASI TINDAK LANJUT  

Penanggungjawab pemeriksaan harus menegaskan kembali dengan surat mengenai 
rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah lama belum mendapatkan 
penyelesaian tindak lanjutnya (yaitu setelah 2 bulan sejak surat penegasan 
diterbitkan) kepada pejabat yang bertanggungjawab di obyek pemeriksaan.  
Apabila setelah 30 hari diterbitkan surat pertama belum juga ada tanggapan dari 
pejabat yang bersangkutan perlu diterbitkan surat kedua. Dalam hal pemeriksaan 
merupakan pemeriksaan dukungan, tembusan surat penegasan tersebut hendaknya 
disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPKP selaku Penanggungjawab Pemeriksaan 
(Kantor Koordinator) dan atau kepada Deputi yang bersangkutan.  
Dalam hal pemeriksaan merupakan pemeriksaan tanpa dukungan, tembusan s.urat 
disampaikan kepada Deputi yang bersangkutan.  
BPKP Pusat setelah menerima tembusan surat kedua segera memberitahukan kepada 
Menteri/Pimpinan Lembaga atau kepada pejabatnya yang bersangkutan mengenai 
tidak dilaksanakannya rekomendasi BPKP oleh para pejabat yang bersangkutan.  

 
5. PEDOMAN DAN PROSEDUR PENANGANAN REKOMENDASI TINDAK 

LANJUT PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA  



 

 

Setiap pejabat BPKP perlu mendorong berlangsungnya suatu mekanisme tindak 
lanjut dalam tiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah.  
Perlu diusahakan agar mekanisme tindak lanjut dalam tiap 
Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip 
antara lain sebagai berikut :  
1) Adanya desentralisasi dalam penanganan rekomendasi tindak lanjut kepada para 

pejabat di tingkat bawah  
2) Adanya batas waktu untuk segera menangani rekomendasi tindak lanjut  
3) Adanya prosedur yang jelas mengenai bagaimana menangani rekomendasi tindak 

lanjut.  
Saudara hendaknya melaporkan kepada kami mengenai jalannya pengembangan 
pedoman dan prosedur pelaksanaan tindak lanjut pada tiap Departemen/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah. 

Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang 
mempunyai indikasi tindak pidana khusus/umum yang penanganan tindak lanjutnya 
berupa penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum.  
Demikianlah penegasan dan petunjuk kami mengenai peningkatan efektivitas tindak 
lanjut hasil pengawasan untuk segera Saudara laksanakan dengan penuh tanggung jawab.  
 

KEPALA 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 

DAN PEMBANGUNAN 
TTD - 

Drs. G A N D H I 
NIP.060006034 

 
cc. Para Kepala Pusat dan Kepala Biro di lingkungan BPKP.  


